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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(STUDI DI DESA ADIWARNO, KECAMATAN BATANGHARI,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh:

PUTRI HANDAYANI
NPM. 1802010010

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari
berbagai daerah Kota. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dalam sistem
pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah Desa juga berwenang dalam
kepentingan masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberdayaan sendiri merupakan suatu aspek penting dalam
pengembangan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan
sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah yang bekerja
sama dengan masyarakat sangat berperan penti ng dalam
mengembangkan serta menunjang akan keberhasilan pembangunan,
kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingganya masyarakat yang belum
berdaya dapat diberdayakan dengan baik guna menciptakan kreativitas,
kemandirian, serta kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Desa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap
Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta bagaimana keterlibatan
masyarakat Desa dalam proses Pemberdayaan Masyarakat yang
dilakukan oleh Kepala Desa.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan
atau field research , yang mana merupakan penelitian dilapangan yang
dilakukan dilokasi penelitian yang bersifat kualitatif. Teknik dalam
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara
dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu metode
pengumpulan data baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam
teknik wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara bebas
terpimpin. Sumber data yang diperoleh dari Kepala Desa, lembaga
masyarakat, serta masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai
narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Kepala Desa telah
melakukan pemberdayaan masyarakat yang sesusai pada peraturan
Undang-Undang yang terkait dari tugas Kepala Desa salah satunya dalam
melakukan pemberdayaan masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya
berjalan dengan baik namun,dengan adanya pemberdayaan masyarakat
desa melalui kegiatan karang taruna dan UMKM yang dibentuk menjadi
pasar kuliner kecil-kecilan dapat menambah penghasilan bagi masyarakat
Desa dan diharapkan dapat melatih para pemuda pemudi karang taruna
untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Maka dengan adanya hal
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tersebut dapat memberdayakan masyarakat Desa Adiwarno.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang tentang Desa, Pemberdayaan
Masyarakat
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MOTTO

َكِٕىٰۤلوُاَو ۗ ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهْنَيَو ِفْوُرْعَمْلا ِب َنْوُرُمْأَيَو ِرْيَخْلا ىَلِا َنْوُعْدَّي ٌةَّمُا ْمُكْنِّم ْنُكَتْلَو
١٠٤ َنْوُحِلْفُمْلا ُمُه

Artinya : Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari

yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

(Q.S : Al-imran : 104)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari

berbagai daerah Kota. Desa merupakan komunitas yang tidak terlalu

padat penduduk, dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi

pangan dan bahan-bahan mentah. Dalam buku berjudul “Desa-Kota dan

Permasalahnnya” (1983) oleh Bintarto, Mantan Guru besar Fakultas

Geografi UGM, menyebutkan bahwa desa merupakan sebuah

perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur

fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan

pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain disekitarnya.1

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.2

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa sebagai

1 Fisipol, “Pengertian Desa Menurut Ahli”, dalam
https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-desa-menurut-ahli/, diakses pada 29 September
2022 pukul 10.30.

2 Pasal 1 ayat 1, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan

dalam pemerintahan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa pasal 26 ayat 1 berbunyi “ Kepala Desa bertugas

menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.” serta dalam pasal 26 ayat 2 huruf h salah satu

tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Kepala Desa yaitu membina dan

meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar

mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya

kemakmuran masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, dalam pasal 127 ayat 2 bahwa pemberdayaan

masyarakat dilakukan dengan Mendorong partisipasi masyarakat

dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara

swakelola oleh Desa, mengembangkan program dan kegiatan

pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan

sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa,

menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,

potensi, dan nilai kearifan lokal, menyelenggarakan peningkatan

kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa,

melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan dan
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melakukan pengawasan serta pemantauan penyelenggaraan

pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara

partisipatif oleh masyarakat Desa.3

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84

Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa, pemberdayaan masyarakat Terdapat dalam Bab 2 Pasal 6 ayat 2

meyebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan

Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat”. Sedangkan pada pasal 3 huruf d

menyebutkan bahwa “Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas

sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan

karang taruna”.4

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat dalam pasal 5 ayat

1 dan 2 yang menyebutkan bahwa pasal 5 ayat (1) “Pemerintah Daerah

melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa”. Pasal 5 ayat

(2) “Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah Desa, badan permusyawaratan

Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa,

lembaga adat Desa, badan kerjasama antar Desa, forum kerjasama

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 127
Ayat 2 huruf a-j.

4 Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 Tentang
Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 6 Ayat 2-3 huruf d.
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Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk

mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya

”.5

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses

pembangunan sumber daya manusia ataupun masyarakat sendiri

dalam bentuk meningkatkan suatu kemampuan pribadi, kreatifitas,

kompetensi, serta daya pikir dan tindakan guna menuju lebih baik dari

yang sebelumnya. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat

tersebut tentunya berhubungan dengan konsep mandiri, jaringan dalam

kerja, keadilan dan partisipasi yang mana bertujuan untuk membuat

masyarakat memiliki kemampuan ataupun daya agar dapat

berkembang dan dapat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan Desa.

Masyarakat juga memiliki hak atas perolehan atas

pemberdayaan tersebut, dan sebagai seorang pemimpin Kepala Desa

harus melakukan dan memberikan pemberdayaan masyarakat untuk

terciptanya kesejahteraan dan menjadikan masyarakat lebih produktif

terkait dengan kegiatan Desa sehingganya dapat meningkatkan

sumber daya manusia di Desa yang dipimpinnya, bagaimana dengan

peran Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Sebagai seorang Kepala Desa yang memiliki berbagai proses

dalam pemerintahan Desa juga terdapat peraturan didalamnya, yang

mana pada kepemimpinan Kepala Desa juga diatur dalam Undang –

5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 5 Ayat 1-2.
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Undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat 1 yang menjelaskan

bahwasannya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat

desa, dan melakukan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa Adiwarno sedang berusaha dalam proses pengembangan,

pembangunan, serta pemberdayaan Desa. Menurut Kepala Desa

Adiwarno sedang melakukan program dalam pemberdayaan

masyarakat Desa yang berguna untuk mensejahterakan Desa. Namun

tentunya pada pemberdayaan masyarakat juga memerlukan

perencanaan. Desa adiwarno sendiri memiliki potensi yang baik untuk

diberdayakan, yang mana terdapat sumber daya manusia dan alamnya

yang dapat dikembangkan lagi, baik pada hal budaya, ekonomi,

olahraga, pemuda, dan karang taruna, dengan mengikutsertakan

masyarakat sekitar. Sebagai kepala desa tentunya akan selalu

mengupayakan yang terbaik untuk desa yang dipimpin, guna

menjadikan desa yang lebih maju, produktif, dan memanfaatkan

keterampilan serta potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Dengan

adanya program pemberdayaan masyarakat tentunya dapat

menjadikan masyarakat lebih aktif dalam kegiatan desa, maka dari itu

diperlukannya juga kerja sama dan partisipasi dari masyarakat untuk

bersama-sama mengembangkan desa dengan kepala desa agar dapat

menciptakan kesejahteraan desa Adiwarno lebih baik.6

6 Wawancara dengan Kepala Desa Adiwarno (13-11-2022)
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Menurut Bapak Pramono beliau berusaha untuk menjalankan

dan merealisasikan lebih lanjut program yang telah dilaksanakan oleh

pemerintah sebelumnya. Menurutnya, Desa Adiwarno sangatlah

memiliki potensi yang baik dan harus lebih dikembangkan untuk

menjadikan Desa yang berdaya baik dari sumber daya alam serta

masyarakat Adiwarno, guna menjadi masyarakat Desa yang sejahtera,

dengan mengajak masyarakat untuk sama-sama melakukan dan

memperbaiki Desa menjadi lebih baik. Tugas dari Kepala Desa salah

satunya melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Pramono

sebagai Kepala Desa sedang mengoptimalkan hal tersebut dengan

merealisasikan dengan baik program yang telah dijalankan oleh Kepala

Desa terdahulu, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, serta

pemberdayaan masyarakat Desa, dengan bersama-sama mengajak

masyarakat untuk mengembangkan potensi Desa Adiwarno.7

Sehingganya dari uraian tersebut bahwasannya bagaimana kerja

nyata dari Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa

Adiwarno, apakah telah merujuk pada potensi yang ada di Desa

Adiwarno sehingga masyarakat Desa Adiwarno dapat menjadi

masyarakat yang berkualitas. Namun juga dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat bukan berarti sepenuhnya menjadi tugas

Kepala Desa, yang mana masyarakat pun juga harus ikut andil dalam

kegiatannya karena ketika Kepala Desa yang hanya berjalan dan

7 Wawancara bapak Pramono selaku Kepala Desa Adiwarno, (01-12-2024)
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masyarakatnya tidak ikut dalam berpartisipasi maka kurang

berkembang, dan apakah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adiwarno masyarakat itu sendiri pun juga mempunyai peran dalam

memberdayakan dirinya sendiri guna menjadikan kehidupan

bermasyarakat yang sejahtera dan makmur.

Wewenang untuk Pemberdayaan masyarakat itu pada Kepala

Desa, dimana pemberdayaan dilaksanakan untuk meningkatkan

sumber daya manusia di Desa, dan program pemberdayaan yang

dibuat ataupun dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan yang

berlaku tidak menentang peraturan di atasnya dan tidak merugikan

masyarakat Desa. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui

bagaimana “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Adiwarno berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat pertanyaan

penelitian untuk di kaji dan dibahas antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Adiwarno

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?

2. Bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Adiwarno pada proses

pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pemberdayaan

Masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten

Lampung Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat Desa

Adiwarno dalam proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

pengembangan ilmu pengetahuan akademis dan juga dapat

dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang

berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Di Desa Adiwarno, dan diharapkan membawa sumbangan

pemikiran bagi pengembangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

informasi untuk Kepala Desa Adiwarno dalam memberikan

pengarahan ataupun bahan kepada masyarakat terhadap proses

pemberdayaan masyarakat Desa Adiwarno. Melalui penelitian ini

juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat

Desa Adiwarno agar kedepannya termotivasi untuk sama-sama

membangun serta mengembangkan Desa Adiwarno menjadi lebih

baik.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan digunakan untuk membandingkan persoalan

yang akan dikaji diantaranya untuk mencari persamaan dan perbedaan

antara penelitian orang lain dengan penelitian ini. Memuat uraian

secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu yang

menunjukkan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti

atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Peneliti melihat beberapa

penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam

penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Walidaya dalam Skripsi yang

berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan

Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan

Tertib Administrasi Desa Di Desa Rukam Kec. Taman Rajo Kab.
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Muara Jambi”.8

Pembeda pada penelitian ini dengan penelitian Walidaya,

dimana Walidaya terfokus pada pengaruh implementasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap kinerja Kepala Desa,

sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana

pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

terhadap peran Kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan

masyarakat. Persamaan kedua penelitian ini menggunakan dasar

hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil

dari penelitian Walidaya menyatakan bahwa implementasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berpengaruh terhadap

kinerja Kepala Desa, Pemerintah Desa, menjadi bertanggung jawab,

dan disiplin, dalam penyelenggaraan pemerintah dan dapat

mengatur segala hal mulai dari kewajiban, tugas, pokok, fungsi, hak,

dan kewenangan. Selain itu pemerintah Desa bekerja lebih hati-hati

karena adanya pengawasan berlapis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Syari Tanjung dan Elvita Yenni

yang berjudul “Penerapan Pendekatan Partisipatoris Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Untuk Mewujudkan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

8 Walidaya, “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan
Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa
di Desa Rukam Kec. Taman Rajo Kab. Muara Jambi”, Skripsi, Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.
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Desa”.9

Perbedaan pada penelitian ini dengan yang dilakukan oleh

Irwan Syari tanjung dan Elvina Yenni, dimana penelitian yang

dilakukan oleh Irwan Syari Tanjung dan Elvina Yenni memfokuskan

pada metodePartisipatory Rural Appraisal (PRA) sebagai perantara

untuk memajukan pemberdayaan masyarakat pesisir, sedangkan

penelitian yang dilakukan peneliti ini membahas tentang bagaimana

langkah dan peran Kepala Desa Adiwarno terhadap pemberdayaan

masyarakat. Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas

terkait pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian Irwan Syari

Tanjung dan Elvita Yenni menyatakan bahwa pengembangan

potensi Desa yang dimiliki oleh masyarakat Desa khususnya daerah

pesisir sehingga dapat meningkatkan kemajuan Desa dan mampu

menjadi Desa yang berdaya saing sesuai tujuan pembangunan

nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri,

dan berdaya saing. Dengan demikian dibutuhkan suatu pendekatan

yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat desa

pesisir yaitu dengan metodePartisipatory Rural Appraisal (PRA).

3. Jurnal oleh Anthonius Welly yang berjudul “Implementasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus

Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan

9 Irwan Syari Tanjung & Elvita Yenni, “Penerapan Pendekatan Partisipatory dalam
Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Untuk Mewujudkan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Laporan Akhir, Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara 2017.
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Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”.10

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan oleh Anthonius Welly, dimana Anthonius Welly

memfokuskan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama Implementasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dari Kepala Desa. Sedangkan hasil dari

penelitian yang dilakukan oleh Anthonius Welly menyatakan

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri

dari melakukan penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, pemberdayaan

masyarakat serta faktor pendukung maupun penghambat dalam

melaksanakan tugas Kepala Desa Gemar Baru Kecamatan Muara

Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

10 Anthonius Welly, “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan
Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”,eJournal Pemerintahan , Vol. 4, No. 2, 2016, 829
-842
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Teori implementasi merupakan suatu studi tentang pelaksanaan

suatu kebijakan ataupun program pemerintah. Terdapat berbagai

pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang

pengertian implementasi. Berdasarkan pemahaman tentang

implementasi dapat diselaraskan dari konsep penelitian terhadap

suatu kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang menjadi

suatu fokus utama dalam suatu penelitian. Implementasi merupakan

suatu kegiatan yang penting dari keseluruhan suatu proses

perencanaan kebijakan. Berikut terdapat pengertian implementasi

menurut beberapa ahli:

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu

keputusan. Tindakan tersebut berusaha untuk mengubah keputusan-

keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha

mencapai perubahan-perubahan yang besar ataupun kecil

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada

dasarnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya

terjadi setelah program dilaksanakan. Proses persiapan implementasi

setidaknya menyangkut beberapa hal yaitu:
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1. Penyiapan sumber daya, dan metode.

2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat

diterima dan dijalankan.

3. Penyediaan layanan.

Implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229),

merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijaksanaan public

dalam suatu negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah

sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk

tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49),

bahwasannya implementasi adalah pelaksanaan keputusan

kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang,

terdapat juga dalam bentuk perintah ataupun keputusan eksekutif

yang penting ataupun badan peradilan lain, keputusan tersebut

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan

secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan

berbagai cara untuk mensruktur dan mengatur proses

implementasinya.

Berdasarkan penjelsan dan pendapat dari bebagai ahli

tersebut bahwasannya dapat diketahui bahwa penegertian dari

implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan

kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu

organisasi ataupun institusi, yang berkaitan dengan instistusi
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pemerintahan dan kepemimpinan, dan menyertakan sarana dan

prasarana guna mendukung program-program yang akan dijalankan

untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama.

B. Pengertian Kepemimpinan

Di dalam sistem pemerintahan Desa terdapat seseorang yang

disebut sebagai pemimpin. Desa Adiwarno sendiri dipimpin oleh

seorang Kepala Desa. Kepemimpinan menurut John D. Millet terdiri

dari 2 (dua) hal pokok yaitu politik dan institusional/kelembagaan.

Kondisi politik adalah perlunya setiap kali kepemimpinan dalam

pemerintahan memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik,

pengarahan dan mungkin juga control yang datang dari luar

pemerintahan (dari rakyat) yang mana pada umumnya berlatar

belakang politik. Kondisi kelembagaan (institusional) bagi

kepemimpinan ialah dimilikinya kemampuan untuk memberikan

tanggapan dan perhatian terhadap berbagai macam kebutuhan

oprasional di dalam organisasi, yaitu kebutuhan guna menjamin

berlangsungnya proses kehidupan organisasi pemerintahan.

Dengan demikian diharapkan pada badan pemerintah mampu

beroperasi untuk menghasilkan keluaran (out put ) yang diperlukan

masyarakat atau pihak lain dalam mmencapai tujuan pemerintahan

negara. Selain itu pemimpin harus memiliki:

1. Instuisi, yaitu keterlibatan pemimpin dalam menatap situasi.

2. Pandangan, yaitu keterlibatan pemimpin dalam mengimajinasikan
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suatu kondisi untuk memperbaiki lingkungan organisasi.

3. Nilai keselarasan, yaitu kemampuan pemimpin untuk mengetahui

dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam organisasinya,

nilai nilai yang dimiliki bawahannya, serta dapat memadukan kedua

nilai tersebut menuju organisasi yang efektif.

4. Kepastian akan maksud dan arah tujuan.11

Sedangkan kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut

leadership yang berarti kepemimpinan merupakan kemampuan dan

kepribadian seseorang dalam mempengaruhi dan membujuk pihak

lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama

sehingganya yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat

proses kelompok.

Menurut P. Pigors sebagaimana dikutip oleh Syafi’i

mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses

saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan

individu, mengontrol daya manusia untuk mencapai tujuan

bersama.12

C. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebutan pemimpin Desa yang ada

di Indonesia. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat

11 Abdul Rahim, “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat
(Studi di Desa Parit Kebumen Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Tahun 2017”,JOM FISIP Vol.5/II Juli-Desember 2018, 3-4.

12 Inu Kencana Syafiie, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia , (Bandung: PT
Refika Aditama, 2013), 1-2.
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desa berwarganegara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya

dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang

berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon Kepala Desa yang

memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa.

Dengan berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014.13

Berdasarkan uraian di atas, Kepala Desa sebagai pemimpin

yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan

Desa dan memiliki tanggung jawab untuk penyelenggaraan

pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pengarahan bagi

masyarakat Desa untuk mencapai Desa yang lebih baik.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Tugas dan wewenang Kepala Desa tercantum dalam Undang

-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Kepala

Desa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan

Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan

kemasyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2

Tentang Kepala Desa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Ayat 1 bahwasannya Kepala Desa berwenang:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

13 Fandayani Kapita, Johannis Eduard Kaawoan, Johny P. Lengkong “Peran
Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi di Desa Way Alfi Kecamatan
Maba Kabupaten Halmahera Timur)”, 3.
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c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa.

d. Menetapkan Peraturan Desa.

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

f. Membina kehidupan masyarakat Desa.

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala

produktif untuk besar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan

negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.

m. Mengondisikan pembangunan Desa secara partisipatif.

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.14

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu konsep kehidupan yang

14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat 1-2
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alamiah, suatu kehidupan yang perlu di manajemeni. Konsep

memanajemeni berbeda dengan rekayasa karena manajemen lebih

fokus terhadap meningkatkan nilai tambah dan guna suatu aset.

Sehingganya pemberdayaan sendiri bukanlah semata sebagai

konsep politik, melainkan suatu konsep manajemen yang pada

akhirnya suatu pemberdayaan akan mempunyai suatu

keberhasilan.15

Mardikanto mengemukakan bahwasannya “Pemberdayaan

diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang di inginkan

individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan

untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk

sumber daya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya”.16

Berdasarkan uraian tersebut pemberdayaan diartikan

sebagai kekuasaan atau kekuatan untuk meningkatkan kemandirian

masyarakat dalam hal sumber daya manusia serta suatu

kemampuan masyarakat Desa dalam aspek sosial budaya, ekonomi,

dan lingkungan hidup.

Masyarakat merupakan suatu sekumpulan manusia yang

hidup bersama dalam suatu lingkup kehidupan bersama utuk

melakukan pembangunan daerah yang baik dan terarah.

Masyarakat sendiri sebagai suatu tempat bersama yaitu sebuah

15 Randy R. Wrihatolono Dan Riant Nugroho Dwijowojoto, Manajemen
Pemberdayaan (Jakarta: PT. Elex Media Kopentindo, 2007),2.

16 Putra Wahyudi, Imam Surya, Rita Kala Linggi, “Peran Kepala Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten
Kutai Timur”, eJournal Ilmu Pemerintahan /2019, 374.
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wilayah geografi yang sama, sebagaimana suatu contoh suatu

rukun tetangga, perumahan disuatu perkotaan ataupun sebuah

kampong yang mana di wilayahnya pedesaan. Masyarakat juga

merupakan suatu kepentingan bersama, yakni kesamaan dalam

kepentingan yang berdasarkan kebudayan dan identitas.

Pemberdayaan masyarakat juga sering kali disebut sebagai

suatu pembangunan masyarakat, dikarenakan hal tersebu mengacu

pada tumpang tindihnya dalam hal pengertian penggunaannya pada

masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan masyarakat, diartikan sebagai pemberdayaan

masyarakat yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk

memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan suatu

pemberdayaan guna menjadikan suatu masyarakat Desa yang

berdaya guna serta dapat meningkatkan sumber daya manusia

lebih baik serta dapat mensejahterakan masyarakat.17

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk

memampukan serta mendirikan masyarakat tertutama dari segi

kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan,

ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator

pemenuhan kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan,

kesehatan, pendidikan dan trasportasi. Keterbelakangan, misalnya

17 Munawar Noor,Pemberdayaan Masyarakat , 88 CIVIS, (Vol.1,No.2,2011)



22

akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian

masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar local/tradisional

karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan

internasional. Dengan kata lain masalah keterbelakangan

menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural.18

Berdasarkan uraian tersebut pemberdayaan ini memiliki

tujuan yaitu melepas belenggu kemiskinan dan keterbelangan serta

memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.

Hal ini harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya

pemberdayaan. Sehingganya perlu dikembangkan pendekatan

pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat Desa.

Koenig (1997) tujuan pemberdayaan masyarakat Desa

sebagai proses untuk membangun kemampuan dan kesadaran

masyarakat untuk mengelola sumber daya dan meningkatkan

kualitas hidup. Rahardjo (2000) pemberdayaan masyarakat Desa

merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan kesadaran

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan

keputusan dan pengelolaan sumber daya. Nawawi (2007)

pemberdayaan masyarakat Desa berupaya untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya,

meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi ketergantungan

18 Sigih Suwardianto. “Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di
Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”. (Yogyakarta: Universitas Negeri
Yogyakarta), 18-19.
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terhadap pihak lain.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwasannya tujuan dari

adanya pemberdayaan masyarakat Desa yaitu guna untuk

mensejahteralan masyarakat Desa sekitar dengan tujuan untuk

mengasah keterampilan masyarakat serta dapat meningkatkan

sumber daya masyarakat untuk menjadikan masyarakat Desa

sebagai masyarakat yang berdaya guna untuk mengembangkan

Desa yang lebih baik.

Sehingganya diperlukan peranan Kepala Desa yang sangat

besar dalam mengendalikan serta pemberdayaan masyarakat.

Sebab wewenang Kepala Desa yang sudah diatur dalam Undang-

Undang tentang Desayang terdapat pada paasal 26 ayat 1

diantaranya yaitu bertujuan untuk melakukan pemberdayaan

masyarakat Desa, sehingganya jelas Kepala Desa memiliki posisi

sebagai wakil pemerintah Desa.

3. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat

Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan yang

melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh

orang atau badan, agar dapat mengetahui batasan, posisi, dan

sanksinya.19Berdasarkan hukum pemberdayaan masyarakat

terdapat beberapa pokok peraturan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

19 Sayap Bening Law Office, “Hukum dasar dan Dasar Hukum”, dalam
https://bantuan hukum-sbm.com/artikel-hukum-dasar-dasar-dan-dasar-hukum, diakses
pada 29 September 2022 pukul 10.27.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa pada Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwasannya

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa pada pasal 26 ayat 1 disebutkan “Kepala

Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.20

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa.

Terdapat dalam pasal 127 ayat 2 poin a-j menyebutkan

bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai mana

dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan:

1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola

20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 12 dan Pasal
26 ayat1.
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oleh desa.

2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa

secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya

manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.

3) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal.

4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak

kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas,

perempuan, anak dan kelompok marginal.

5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntanbilitas

dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan

desa.

6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan

lembaga adat.

7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan

kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.

8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas

sumber daya manusia masyarakat desa.

9) Melakukan pendampingan masyarakat desa yang

berkelanjutan.

10)Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan
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secara partisipatif oleh masyarakat desa.21

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84

Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa.

Terdapat dalam Bab 2 Pasal 6 ayat 2 meyebutkan

bahwasannya kepala desa bertugas menyelenggarakan

pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan

pada pasal 3 huruf d menyebutkan bahwa “Pemberdayaan

masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat

di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang

taruna”.22

d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terdapat dalam pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa

“Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemberdayaan

masyarakat Desa”. Pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa

“Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga

21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 127
Ayat 2 huruf a-j.

22 Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 Tentang
Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 6 Ayat 2-3d.
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kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, bum Desa, badan

kerjasama antar Desa, forum kerjasama Desa, dan kelompok

kegiatan masyarakat lain yang dibentuk utuk mendukung

kegiatan pemerintahan dan pembangunan Desa pada

umumnya”.23

23 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasal 5 Ayat 1-2.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses penemuan atau kegiatan yang

dilakukan secara logis, sistematis, dan terencana, untuk mengolah data,

mengumpulkan serta menganalisis data menggunakan metode ataupun

teknik tertentu guna mencari jawaban atas suatu permasalahan yang

timbul.24 Metode penelitian digunakan untuk menjawab pertanyaan

permasalahan dan cara ilmiah guna mendapatkan informasi serta data

dengan tujuan kegunaannya.25

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang mana

jenis penelitian ini menjelaskan dan memaparkan dengan jelas

mengenai keadaan yang terjadi. Jenis penelitian ini adalah field

research yang mana penelitian ini dilakukan dilapangan secara

intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu dengan

mempelajarinya sebagai suatu kasus.26 Penelitian ini tergolong

sebagai penelitian kualitatif yaitu peneliti terjun langsung ke

lapangan untuk mempelajari suatu proses penemuan melalui

wawancara dan dokumentasi.

24 Moh, Kasiran, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Yogyakarta: UIN
Maliki Press 2010), 36

25 Zainudin Ali,Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.
26 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian , (Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2010), 40
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Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasannya penelitian

lapangan merupakan suatu penelitian yang digunakan bertujuan

untuk meneliti suatu hal dan keadaan yang terjadi pada suatu

wilayah didalam bermasyarakat. Sehingganya dalam hal tersebut

tempat yang akan diteliti terdapat pada Daerah Lampung Timur

tepatnya berada di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini besifat deskriptif yaitu metode analisis

hasil wawancara yang bertujuan membuat deskripsi mengenai

fakta-fakta dalam fenomena tertentu yang menggambarkan suatu

kejadian yang terjadi.27 Dari pengertian tersebut peneliti membuat

deskripsi mengenai Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Adiwarno.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ada dua jenis sumber data yang digunakan

yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang dipakai dalam penelitian

ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh dari

sumber pertama dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer

adalah Kepala Desa, dan perwakilan masyarakat Desa Adiwarno

yang terkait ataupun berhubungan dengan organisasi

27 Michael Quinn Patton,Metode Evaluasi Kualitatif , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009), 255.



31

pemberdayaan masyarakat Desa. Sumber data primer merupakan

sumber data yang secara langsung memberikan data kepada

pengumpul data. Sumber data primer biasanya didapatkan melalui

beberapa cara yang mana salah satunya dapat dikumpulkan

dengan melaui wawancara.

Sumber data primer yang dikumpulkan melalui proses

wawancara merupakan proses tanya jawab yang mana berlangsung

dengan secara lisan dimana dua (2) orang ataupun bisa lebih

mendengarkan informasi atupun keterangan dengan secara

langsung. Adapun beberapa sumber data primer dalam penelitian

ini yaitu meliputi Kepala Desa Adiwarno, Aparat Desa, Masyarakat

Desa, dan beberapa perwakilan kelompok karang taruna.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan

dan diperoleh baik melalui lisan maupun tulisan atau tidak langsung

dari objeknya. Data sekunder dari penelitian ini mengambil rujukan

dari karya tulis, buku, jurnal, dan referensi lainnya tentang

Pemberdayaan masyarakat Desa yang berhubungan dengan

penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang

diperoleh baik dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat dan judul dari penelitian seperti Jurnal

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai
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Timur, Kepemimpinan Dan Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Perda Nomor 2

Tahun 2016.

C. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu

untuk memberikan kejelasan yang dilakukan oleh dua belah pihak

yaitu dengan mengajukan pertanyaan terkait hal yang akan diteliti

kepada narasumber. Dalam kegiatan wawancara, Wawancara

terbagi menjadi tiga (3) jenis yaitu wawancara terstruktur/terpimpin,

wawancara tidak terstruktur/bebas, dan wawancara semi

terstruktur/bebas terpimpin.

Ketiga macam metode wawancara tersebut peneliti

menggunakan metode wawancara semi terstruktur/bebas

terpimpin yang ditujukan kepada kepala Desa dan masyarakat.

Wawancara yang dimaksud peneliti adalah pengumpulan data yang

akurat untuk keperluan penelitian, yang sesuai dengan data dan

secara langsung dari pihak terkait.28 Dengan menggunakan metode

28 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105
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ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat,

karang taruna, aparat desa, dan kepala desa adiwarno, yang mana

diharapkan dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data

yang diperlukan.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dalam pengumpulan data

yang berupa data tertulis yang memuat keterangan serta

penjelasan dan pemikiran mengenai fenomena-fenomena yang

masih bersifat aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

Metode dokumentasi ini berproses dan berawal dari menghimpun,

memilih dokumen yang sesua dengan tujuan penelitian,

menerangkan dan mencatat, serta dihubungkan guna mendapat

kesimpulan dari suatu permasalahan lain.29

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk

menelusuri data terdahulu atau historis. Arsip-arsip dan buku-buku

tentang pendapat, teori, dan lain sebagainya yang berhubungan

dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian tersebut,

bahwasannya dokumentasi merupakan suatu cara dalam

mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui catatan tertulis.

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data terkait tentang

struktur organisasi, sejarah, keadaan geografis desa adiwarno.

Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data dari buku, jurnal,

29 Muhammad,Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam (Bandung: PT Raja Grafinda
Persada 2008),152
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yang membahas tentang implementasi undang-undang nomor 6

tahun 2014 tentang desa terhadap pemberdayaan masyarakat oleh

kepala desa.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.30 Analisis

data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara

berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-

keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau

ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.31

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat

dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian

dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik

secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif

yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya

dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.32

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis

data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data

tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang

30 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R &
D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244

31 Burhan Ashafa,Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.
32 Sugiyono,Metode Penelitian., 245
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berangkat dari informasi mengenai peran Kepala Desa dalam

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa

Adiwarno.

Pada penelitian ini pendekatan induktif dimulai dari

pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan

kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai

kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan

bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat

dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis

fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori,

dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari

1. Sejarah Singkat Desa Adiwarno

Pada tahun 1939 didatangkan penduduk darai pulau Jawa

dengan cara kolonisasi yang selanjutnya ditempatkan

dipenampungan yang disebut Bedeng 45. Pada masa itu keadaan

alamnya masih asli yaitu berupa hutan belantara, dan setiapkepala

keluarga mendapat bagian Tanah Calon Pemukiman seluas ¼ bau

(1800M) dan Lahan Pertanian seluas 1 bau (7200M).

Dalam kurun waktu yang berjalan, berkembanglah Bedeng 45

tersebut menjadi sebuah Desa. Desa yang kemudian itu deberi

nama Desa Adiwarno. ADI berarti Baik, dan WARNO yang berarti

Bermacam-macam. Selain dari pada itu nama tesebut diambil dari

keanekaragaman asal penduduk yang berasal dari Provinsi Jawa

Timur dan Jawa Tengah. Dengan adat istiadat yang berbeda tetapi

tetap terjalin suatu hubungan keakraban dan kerukunan yang

harmonis.

Terdapat bentuk susunan Pemerintahan pada waktu itu

dibagi menjadi 3 (tiga) Blok atau Dukuh, yaitu:

1) Dukuh Adiwarno 45 B

2) Dukuh Adiwarno 45 A
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3) Dukuh Adiwarno 45 Polos

Berdasarkan 3 (tiga) Dukuh tersebut dibagi lagi menjadi 5

(lima) Kebayanan/Dusun, yaitu:

1) Kebayan/Dusun I Kebumen

2) Kebayan/Dusun II Jombang

3) Kebayan/Dusun III Sidorejo

4) Kebayan/Dusun IV Adiluwih

5) Kebayan/Dusun V Tulung Agung33

Urutan ataupun susunan peranan pemegang jabatan Kepala

Desa Adiwarno dari awal saat ini berbentuk pendukuhan sampai

resmi menjadi Desa Definitif merupakan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Susunan Pemegang Jabatan Kepala Desa Adiwarno34

No. Nama
Masa Jabatan/

Tahun
Keterangan

1 Citro Wikarto 1939-1958 Kepala

Kampung

2 Adi Suwarno 1958-1966 Kepala

Kampung

3 M.Bakri 1966-1980 Kepala Desa

33 Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepa Desa Adiwarno, pada tanggal 15-
01-2025

34 Dokumentasi dan wawancara Desa Adiwarno, pada 15-01-2025
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4 Mustaji 1980-1991 Kepala Desa

5 Lanidi 1991-1999 Kepala Desa

6 Budiono 1999-2000 Pjs. Kepala

Desa

7 Budiono 2000-2002 Kepala Desa

8 Asdadin 2002-2005 Pjs. Kepala

Desa

9 Asdadin 2005-2010 Kepala Desa

10 Jupriyanto 2010-2011 Pjs. Kepala

Desa

11 Gunaryo 2012-20217 Kepala Desa

12 Gunaryo 2018-2024 Kepala Desa

13 Pramono 2024-Sekarang Kepala Desa

2. Luas dan Batas Wilayah Desa Adiwarno

Secara geografis Desa ADI WARNO terletak di sebelah

selatan Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah

Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 5

Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 50 Km , sedangkan dari Ibu Kota

Propinsi sekitar 60 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai

berikut :

1) Sebelah Utara : Desa Nampirejo

2) Sebelah Timur : Desa Rejoagung
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3) Sebelah Selatan : Sungai Sekampug

4) Sebelah Barat : Kel. Rejomulyo dan Kel.

Tejosari

Luas Wilayah Desa Adi Warno 371, 38 Ha di Kecamatan

Batanghari yang terdiri dari :

a.    Sawah : 260 Ha

b.    Pekarangan : 69 Ha

c. Peladangan : 31 Ha

d. Rawa : 11,38Ha
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Kondisi Geografis:

a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 126 M

b. Banyaknya curah hujan : 200

Mm/Th

c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Tinggi

d. Suhu udara rata-rata : 23oC s/d 31oC35

3. Keadaan Sosial Desa Adiwarno

Keadaan sosial ekonomi Masyarakat Desa Adiwarno dari

tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan perubahan. Hal

itu terbukti dari hasil pendapatan penduduk yang mengalami

peningkatan, sehingga taraf hidup warga juga mengalami perubahan.

Program pengembangan di Desa Adiwarno bersumber dari Dana

Bantuan Pemerintah dan Sumber Dana Swadaya Murni Masyarakat.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan suatu subjek sekaligus objek

dalam suatu pembangunan, yang mana mencakup seluruh

siklus kehidupan dari pada manusia itu sendiri. Sehingganya

pembangunan terhadap kualitas manusia menjadi perhatian

yang begitu penting untuk terus ditingkatkan. Maka dari itu,

untuk saat ini sumber daya manusia di Desa Adiwarno menjadi

cukup dan lebih baik dari pada masa-masa yang sebelumnya.

Maka dari itu Kepala Desa adiwarno terus mengembangkat

35Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepa Desa Adiwarno, pada tanggal 15-01
-2025
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kualitas masyarakat Adiwarno guna lebih baik lagi.
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b. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal penting guna untuk

memajukan tingkat kesejahteraan umum serta tingkat

perekonomian, dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat

dikatakan bahwa mampu mengembangkan tingkat kecakapan

serta mendorong munculnya lapangan pekerjaan. Sehingganya

dapat membantu program pemerintah untuk dapat menciptakan

lapangan pekerjaan guna mengurangi tingkat pengangguran

yang ada. Maka Kepala Desa Adiwarno berharap kepada

masyarakat Desa Adiwarno dapat mengembangkan pola pikir

dan ide-ide kreatifitasnya sebagai bentuk dalam membantu

pemerintah untuk menjadikan Desa Adiwarno yang lebih baik

serta dapat membantu perekonomian masyarakat.36

Keadaan sosial Desa Adiwarno dilihat dari beberapa aspek

sebagai berikut:

1) Tingkat Pendidikan umum :

a) Taman Kanak-kanak : 450 Orang

b) Sekolah Dasar : 302 Orang

c) SMP/SLTP : 330 Orang

d) SMA/SLTA : 243 Orang

e) Akademi/D1-D3 : 30 Orang

f) Sarjana (S1-S3) : 38 Orang

36 Wawancara dan dokumentasi Kepala Desa, pada 15-01-2025
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2) Tingkat Pendidikan Khusus :

a) Pondok Pesantren : 40 Orang

b) Madrasah : - Orang

c) Pendidikan Keagamaan : - Orang

d) Sekolah Luar Biasa : - Orang

e) Ketrampilan/Kursus : 22 Orang

3) Lembaga Pendidikan :

a) PAUD : 1 Gedung

b) SD : 2 Gedung

c) SLTP : 1 Gedung

d) SLTA : 1 Gedung

e) Akademi :- Gedung

f) Institut/Sekolah Tinggi/Universitas : - Gedung

4) Agama :

a) Islam : 2622 Orang

b) Kristen : 31 Orang

c) Katholik : 14 Orang

d) Hindu : - Orang

e) Budha : - Orang

5) Tempat Ibadah :

a) Masjid : 5 Buah

b) Mushola : 6 Buah
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c) Gereja : - Buah

d) Vihara : - Buah

e) Pura : - Buah

4. Keadaan Penduduk Desa Adiwarno

Keadaan penduduk yang berjumlah besar biasanya dapat

menjadi bagian dasar dari pembangunan, namun dengan besarnya

jumlah tersebut juga dapat menjadikan bebab bagi pembangunan itu

sendiri dalam bermasyarakat, jumlah penduduk Desa adiwarno

adalah 2.667 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 860 Kepala

Keluarga. Sehingganya agar dapat menjadi dasar pembangunan

maka jumlah tersebut disertai dengan kualitas sumber daya yang

tinggi mampu menjadi potensi dalam mendorong pembangunan,

yang mana khususnya pembangunan Desa Adiwarno ini.37

Jumlah penduduk Desa Adiwarno sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

1) Laki-laki : 1362 Orang

2) Perempuan : 1305 Orang

Jumlah : 2667 Orang

b. Kepala Keluarga : 860 Orang

c. Kewaganegaraan:

1) WNI - laki-laki : 1362 Orang

- Perempuan : 1305 Orang

37 Wawancara dan dokumentasi Kepala Desa, pada 15-01-2025
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Jumlah : 2667 Orang

2) WNA - laki-laki : - Orang

- Perempuan : - Orang

Jumlah : - Orang

5. Keadaan Ekonomi Desa Adiwarno

Keadaan sosial ekonomi Masyarakat Desa Adiwarno dari

tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan perubahan. Hal

itu terbukti dari hasil pendapatan penduduk yang mengalami

peningkatan, sehingga taraf hidup warga juga mengalami perubahan.

Program pengembangan di Desa Adiwarno bersumber dari Dana

Bantuan Pemerintah dan Sumber Dana Swadaya Murni Masyarakat.

Namun tidak terpacu pada hal tersebut, pertumbuhan ekonomi

masyarakat Desa Adiwarno juga mengalami peningkatan, hal ini

dapat dinilai dari jumlah bertambahnya penduduk yang juga memiliki

usaha ataupun pekerjaan lainnya.

Penduduk Desa Adiwarno sebagian besar berprofesi sebagai

petani, yaitu sekitar 14% dari total penduduk. Namun, penduduk

Desa Adiwarno sendiri juga masih banyak yang memiliki usaha

ataupun mata pencaharian di bidang-bidang yang lainnya.38

Mata pencaharian Masyarakat Desa Adiwarno:

a. Karyawan :

38 Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepa Desa Adiwarno, pada tanggal 15-
01-2025
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1) PNS : 34 Orang

2) ABRI/POLRI : 12 Orang

3) Swasta : 679 Orang

b. Wiraswasta /Pedagang : 90 Orang

c. Tani : 272 Orang

d. Pertukangan : 68 Orang

e. Buruh Tani : 242 Orang

f. Pensiunan : 15 Orang

g. Nelayan : - Orang

h. Pemulung : 18 Orang

i. Jasa : 38 Orang

B. Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Adiwarno

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan

kebijakan ataupun penerapan perencanaan dalam suatu

pemerintahan. Implementasi merupakan pelaksanaan ataupun

penerapan, yang mana berhubungan dengan suatu kegiatan

yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan guna mencapai

kebaikan. Implementasi sendiri berguna sebagai suatu

kebijakan antara pemerintah dengan masyarakat untuk bersama

-sama melaksanakannya, yang mana pemerintah sebagai
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pemimpin yang memberikan koordinasi tentang peraturan-

peraturan yang harus dilaksanakan, dengan melibatkan

masyarakat sendiri untuk ikut serta berpartisipasi melalui

kesadaran guna untuk mencapai tujuan bersama guna

mensejahterakan daerah yang dipimpinnya.

Sedangkan sebagai seorang Kepala Desa, pemerintahannya

telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang

Desa, bahwasannya pada pasal 26 ayat 1 menjelaskan “Kepala

Desa bertugas sebagai menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan

kemasyarakatan Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

Yang kemudian juga pemberdayaan masyarakat terdapat pada

Permendagei Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah. Pada pasal 3 huruf d

menyebutkan “Pemberdayaan masyarakat seperti, tugas

sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, politik,

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga,

dan karang taruna”. Pada penelitian ini mengacu terhadap

pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Desa Adiwarno merupakan suatu Desa yang berada pada

kepemimpinan Bapak Pramono. Berdasarkan hasil wawancara

kepada aparat desa terkait kepemimpinan beliau tentang

pemberdayaan masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan
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Batanghari Lampung Timur. Bapak Benyamin selaku sekertaris

desa adiwarno, beliau mengatakan bahwa pemberdayaan

masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa pramono

merupakan salah satu program kerja desa yang sangat baik

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas hidup

mereka. Beliau menjelaskan bahwa sebagai sekretaris desa,

dirinya sangat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

dan pemantauan program pemberdayaan masyarakat.39

Bapak Benyamin juga mengatakan bahwa pembentukan

karang taruna merupakan langkah strategis yang dapat

meningkatakan kesadaran pemuda akan pentingnya bergabung

pada pembangunan dan pengembangan desa. Dalam

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat beliau ikut

serta dalam mengkoordinasikan kegiatan, dan kemajuan

program. Menurut beliau keberhasilan program pemberdayaan

masyarakat ini juga karena adanya kerja sama yang baik antara

perangkat desa, kepala desa, dan masyarakat. Beliau berharap,

program ini dapat terus berkembang dan berjalan dengan

program–program lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat Desa Adiwarno secara menyeluruh.40

Berdasarkan wawancara dengan bapak RT, beliau

mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

39 Wawancara dengan Bapak Benyamin selaku sekertaris desa (23-01-2025)
40 Wawancara dengan Bapak Benyamin Sekertaris Desa (23-01-2025)
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oleh kepala desa pramono sudah baik. Kepala desa juga

mengarahkan kepada masyarakat untuk saling gotong royong,

toleransi, dan bersama-sama membangun desa melalui

kebijakan yang dipimpinnya. Masyarakat diajak untuk bersama-

sama menjadi lebih baik melalui diaktifkannya karang taruna,

dan sekarang setiap dusun memiliki karang tarunanya sendiri.41

Sebelumnya, Desa Adiwarno karang tarunanya belum terlalu

terlibat aktif, namun saat ini kepemimpinan bapak pramono ini

karang taruna diikut sertakan dan sudah aktif terlibat pada

kegiatan-kegiatan desa. Dalam pelaksanaan program

pemberdayaan masyrakat,saya selaku RT berperan dalam

menginformasikan kepada masyarakat untuk ikut serta dan

mendukung setiap program yang diadakan oleh bapak kepala

desa. Saya merasa senang dengan adanya pemberdayaan

masyarakat yang lebih aktif lagi.42

Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat ini adalah tentang pelayanan

kesehatan di desa adiwarno, agar lebih ditinjau kembali dan

tidak hanya terfokus pada sosial dan ekonomi saja. Saya

berharap, dengan adanya karang taruna, bisa diajak bergotong

royong untuk membangun pelayanan kesehatan dapat

diaktifkan dan direalisasikan, dan desa adiwarno dapat menjadi

41 Wawancara dengan RT (23-05-2025)
42 Wawancara dengan RT (23-05-2025)
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desa yang lebih baik lagi.43

Menurut RW, beliau mengatakan bahwa pemberdayaan

masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa bapak Pramono

sangat positif dan membawa perubahan yang baik di desa

adiwarno. Beliau sangat setuju dengan adanya pembentukan

karang taruna yang dapat meningkatkan partisipasi pemuda

dalam kegiatan desa dan membangun semangat kebersamaan.

Pak Rw juga mengatakan bahwa sebagai tokoh masyarakat,

dirinya sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan

ini karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya gotong royong dan kebersamaan.44

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat,

saya selaku Rw berperan dalam membantu menyebarkan

informasi dan mengajak para warga untuk ikut serta dalam

setiap kegiatan yang diadakan. Menurut saya selaku Rw,

keberhasilan program pemberdayaan ini juga karena dukungan

dari semua pihak, termasuk masyarakat, perangkat desa, dan

kepala desa sendiri. Selaku Rw saya berharap, program ini dapat

terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas

bagi masyarakat desa adiwarno, terutama dalam

meningkatakan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat.45

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pramono selaku

43 Wawancara dengan RT (23-05-2025)
44 Wawancara dengan Rw (23-05-2025)
45 Wawancara dengan Rw (23-05-2025)
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Kepala Desa Adiwarno bahwasannya Implementasi

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah berjalan

dengan semestinya, yang mana Bapak Pramono sendiri

menjabat sebagai Kepala Desa masih terbilang awal pada tahun

2024. Tentunya sebagai seorang pemimpin hal yang harus

diperhatikan yaitu yang pertama, harus saling bertoleransi

terhadap antar umat beragama, lalu yang kedua, dengan adanya

kelompok-kelompok karang taruna yang beliau bentuk dengan

unsur-unsur kepemudaan, dan olahraga.46

Sebagai Kepala Desa Bapak Pramono juga berperan aktif

dalam mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat desa

Adiwarno melalui kehadirannya langsung dalam berbagai

kegiatan kemasyarakatan, serta mendorong pembentukan

organisasi kepemudaan seperti karang taruna untuk

meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan desa, seperti

penyelenggaraan pertandingan bola yang berhasil meningkatkan

semangat kebersamaan dan kegotongroyongan di masyarakat.

Dalam berbagai hal serta kelompok-kelompok yang beliau

bentuk, tentunya juga melibatkan masyarakat atas

kesadarannya dan partisipasinya dengan mendorong

bagaimana peran serta masyarakat dalam mewujudkan

terlaksananya program tersebut. Program yang kepala desa

46 Wawancara Bapak Pramono Selaku Kepala Desa (15-01-2025)
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bentuk bisa didukung oleh masyarakat, yang mana nantinya

dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat desa adiwarno

menjadi lebih baik. Selain melibatkan masyarakat, Bapak Kepala

Desa juga berperan aktif melibatkan para perangkat Desa

Adiwarno untuk selalu memberikan semangat kepada pemuda-

pemudi desa untuk tetap bergotong-royong dalam membangun

desa.47

Pemberdayaan masyarakat desa adiwarno telah

menunjukkan kemajuan yang meningkat, dimana peran aktif

masyarakat, khususnya pemuda pemudi, telah meningkat

secara baik. Pemerintah desa hanya bertindak sebagai

fasilitator dengan memberikan dorongan, dukungan, dan

motivasi kepada masyarakat. Contohnya, pada perayaan hari

ulang tahun desa tahun 2024, yang sebelumnya hanya

melibatkan perangkat desa, kini telah melibatkan langsung

anggota kepemudaan sebagai ketua panitia dan pelaksana. Hal

ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Adiwarno telah

berhasil mewujudkan dalam proses pengembangan desa

melalui kelompok kepemudaan karang taruna yang telah

dibentuk dan berjalan dengan efektif.

Pemberdayaan masyarakat desa adiwarno selama satu

tahun terakhir telah fokus pada pengembangan Usaha Mikro

47 Wawancara dengan Bapak Pramono Selaku Kepala Desa (15-01-2025)
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Kecil Menengah (UMKM), khususnya di dusun II (Jombang)

yang ditargetkan sebagai kawasan UMKM. Rencana

pengembangan tersebut meliputi pasar kuliner mini yang

stategis terletak didepan tugu selamat datang desa adiwarno.

Pasar kuliner ini, meskipun dalam sekala kecil, diharapkan dapat

menjadi ikon dan daya tarik desa adiwarno, meningkatkan

ekonomi lokal dan mempromosikan kebudayaan desa.48

Dengan berjalannya program UMKM tersebut yang mana

nantinya memiliki dampak terhadap masyarakat yang tentunya

pada perekonomian masyarakat. Maka dari itu masyarakat

menjadi tumbuh dan berkembang. Lalu dari segi unsur

kepemudaan pada dusun I-V bisa saling mengenal dikarang

taruna, serta kegiatan dan program tersebut dapat membantu

perekonomian Desa Adiwarno tumbuh. Melalui karang taruna

masyarakat dapat ikut serta pada program UMKM, yang

diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih giat, lebih rukun,

damai, dan tentram.

Selama proses pemberdayaan masyarakat desa adiwarno,

bapak kepala desa mendapati beberapa kendala, terutama

karena pada masa sebelumya, unsur kepemudaan belum terlalu

terlibat aktif dalam program-program dan kegiatan desa. Namun,

pada tahun 2024, terjadi perubahan karena pemuda pemudi

48 Wawancara dengan Bapak Pramono Selaku Kepala Desa (15-01-2025)
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karang taruna desa adiwarno berhasil dijadikan sebagai tulang

punggung kegiatan desa. Hal ini memicu peningkatan semangat

dan kerukunan dikalangan pemuda, serta memungkinkan

pembentukan organisasi baru yang lebih baik dan aktif terhadap

kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pembelajaran dan

pengembangan anak-anak muda.

Bapak Kepala Desa berharap supaya Desa Adiwarno ini

kedepannya lebih maju, masyarakatnya lebih baik, sehat,

perekonomiannya lebih mudah, rukun, serta saling toleransi

antar umat beragama. Berdasarkan implementasi

pemberdayaan masyarakat Desa Adiwarno, diharapkan dapat

bermanfaat untuk masyarakat, bukan hanya masyarakatnya saja

tetapi Desa adiwarno juga dapat menjadi Desa yang lebih baik

lagi kedepannya.49

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa dan

dengan bapak pramono, dapat disimpulkan bahwasannya

sebagai kepala Desa Adiwarno Bapak Pramono sudah

menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat

desa telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Undang

-Undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat 1 yang

berbunyi bahwasannya “kepala desa bertugas

menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat”. Yang kemudian

49 Wawancara dengan Bapak Pramono Selaku Kepala Desa (15-01-2025)
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terdapat juga pada Permendagri nomor 84 tahun 2015, pada

pasal 3 huruf d, yang mana “pemberdayaan masyarakat seperti

tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya,

ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan

karang taruna”.

Bapak pramono telah berhasil melaksanakan salah satu

tugasnya sebagai Kepala Desa, yaitu melakukan pemberdayaan

masyarakat desa, pada bidang ekonomi dan karang taruna yaitu

dengan cara membentuk dan mengaktifkan kembali karang

taruna Desa Adiwarno yang sebelumnya belum terlalu aktif dan

kini beliau juga telah mengarahkan pemuda-pemudinya menjadi

pemuda-pemudi yang kreatif, inovatif, serta memiliki jiwa yang

bersosial dan bermasyarakat. Merencanakan pengembangan

UMKM di desa adiwarno untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam

program pemberdyaan tersebut, sehingga dapat menjadi ikon

desa adiwarno dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, bapak Pramono telah menunjukkan komitmen

dan usaha yang kuat dalam melaksanakan pemberdayaan

masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

desa Adiwarno.

2. Keterlibatan masyarakat Desa Adiwarno pada proses

pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peran Kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan

masyarakat, yang pertama dengan menggerakkan partisipasi

dari para masyarakat Desa, dan membantu masyarakat Desa

dalam menciptakan taraf hidup masyarakat dengan cara

memperbaiki sumber daya manusia, seperti perencanaan

UMKM dan pembentukan karang taruna.

Keterlibatan masyarakat pada proses pemberdayaan

masyarakat Desa sangat berperan aktif dan baik dalam

mengikuti arahan dari Kepala Desa pada setiap program-

program yang disampaikan, masyarakat juga senang dengan

adanya beberapa program tersebut, masyarakat juga berperan

aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang mana dapat

berguna untuk memajukan dan mengembangkan Desa. Hal ini

dapat dilihat dari hasil wawancara kepada masyarakat tentang

implementasi kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat

dan keterlibatan masyarakat desa Adiwarno pada proses

pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh kepala

desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat

tentang implementasi kepala desa dalam pemberdayaan

masyarakat mereka mengatakan bahwa peran kepala desa

dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting dikarenakan
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merupakan pemimpin yang dekat dengan warga. Kepala desa

sindiri berperan sebagai penggerak dan pendorong masyarakat

utuk aktif berpartisipasi dalam pemberdaayan desa baik

dibidang ekonomi maupun sosial. Peran kepala desa membina

masyarakat seperti karang taruna dan kelompok usaha bersama

agar aktif dan produktif dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.50

Mereka juga mengatakan bahwa kepala desa berperan aktif

dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dengan

memperbaiki sumber daya manusia.51 Ada juga salah satu

masyarakat yang mengatakan bahwa karea peran kepala desa

masih baru akan tetapi sistem kinerjanya sudah dapat dikatakan

berjalan dengan baik, yang mana pada sistem pemberdayaan

lingkungan, beliau juga sudah mengadakan kerja bakti di

lingkungan desa Adiwarno. Dengan adanya hal tersebut

masyarakat desa juga merasa terbantu dengan sistem kinerja

kepala desa.52

Kemudian hasil wawancara dengan beberapa masyarakat

tentang keterlibatan masyarakat desa Adiwarno pada proses

pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh kepala

desa, mereka mengatakan bahwa masyarakat sendiri terlibat

dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

50 Wawancara dengan saudari Yanti, pemudi Karang Taruna(24-01-2025)
51 Wawancara dengan saudara Agus, (24-01-2025)
52 Wawancara dengan saudari Rohani, pemudi Karang Taruna(24-01-2025)
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kepala desa sangat penting agar program berjalan dengan

efektif. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, serta

melibatkan dalam kelompok pelaksanaan kegiatan.

Sebagaimana contohnya, terlibat dalam mengikuti

pengembangan UMKM, pembangunan desa, gotong royong,

serta kegiatan sosial lainnya.53

Mereka juga mengatakan bahwa masyarakat ikut aktif dalam

mengikuti berbagai kegiatan yang berguna untuk memajukan

desa. Dengan adanya karang taruna dapat menjadikan

masyarakat ikut aktif terlibat dalam pemberdayaan

masyarakat.54 Selain itu mereka juga mengatakan bahwa Kepala

desa menghimbau kepada masyarakat, yang mana

partisipasinya diperlukan dalam kegiatan pengembangan desa,

maka dengan adanya karang taruna yang dibentuk oleh kepala

desa menjadi sarana bagi masyarakat agar dapat mengikuti

setiap kegiatan serta program yang kepala desa laksanakan.

Sebagai mana yang terdahulu pada kegiatan desa, masyarakat

masih belum dapat dilibatkan akan tetapi pada pemerintahan

kepala desa yang sekarang masyarakat lambat laun sudah

mulai ikut dilibatkan dalam kegiatan desa.55

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dapat

disimpulkan bahwasannya, sebagai kepala Desa Adiwarno

53 Wawancara dengan saudari Siti (24-01-2025)
54 Wawancara dengan saudara Abid, Karang Taruna(24-01-2025)
55 Wawancara dengan saudari Ferlita, Karang Taruna(24-01-2025)
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Bapak Pramono sudah menunjukkan bahwa keterlibatan

masyarakat Desa Adiwarno pada proses pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan dengan

baik dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014

pada pasal 26 ayat 1 yang berbunyi bahwasannya “kepala desa

bertugas menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat”.

Hal ini terlihat dari hasil yang membawa perubahan yang

baik dengan ikut sertanya masyarakat dalam perlombaan sepak

bola antar Desa, yang telah melibatkan masyarakat dalam

berpartisipasi membuat kegiatan desa yang bertujuan untuk

memperkenalkan desa adiwarno pada masyarakat antar Desa.

Kemudian kemajuan itu juga terlihat dalam mengadakannya

kegiatan pawai obor di setiap malam Lebaran yang mengikut

sertakan seluruh masyarakat antar desa yang mau bergabung

dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa respon masyarakat terhadap adanya pemberdayaan

masyarakat tersebut juga cukup baik, selagi hal tersebut dapat

berdampak positif bagi masyarakat, maka sebagai masyarakat

Desa Adiwarno akan ikut serta dan mendukung program-

program dari Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tentunya

banyak hal-hal yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki lagi

untuk kedepannya agar dapat berjalan dengan baik, masyarakat
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dapat menerima dengan baik serta Kepala Desa juga senang

denga hasil dari program yang direncanakannya berhasil. hal

yang perlu diperbaiki seperti halnya pada proses

perencanaannya, penyampaian, serta ikut andilnya Kepala Desa

pada lapangan untuk selalu mendorong masyarakat Desa dalam

mengembangkan program-program Desa.

Sebagai masyarakat Desa Adiwarno tentunya banyak hal

yang diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat

oleh Kepala Desa, yang mana bahwasannya dengan adanya hal

tersebut masyarakat dapat menjadi lebih aktif dalam

mengembangkan Desa, semoga kebijakan dan peraturan yang

dilakukan oleh pemerintah Desa untuk Desa ini dapat

memberikan dampak positi serta bermanfaat untuk masyarakat

sekitar serta untuk kemajuan Desa Adiwarno ini.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang

implementasi pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 1

bahwasannya tugas dari kepala desa salah satunya melaksanakan

pemberdayaan masyarakat. Yang mana kemudian dijelaskan juga

pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pada pasal 3 huruf d

“pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi

masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna”.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa bapak pramono telah

berhasil melaksanakan salah satu tugasnya sebagai kepala desa,

meskipun pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum

sepenuhnya, akan tetapi telah berproses dan berjalan dengan baik

pada beberapa bidang seperti ekonomi dan kepemudaan karang

taruna. Kepala Desa Adiwarno telah berupaya untuk melaksanakan

pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu merencanakan

pengembangan UMKM di desa adiwarno untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat. Mendorong masyarakat untuk

berpartisipasi dalam program pemberdayaan tersebut, sehingga
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dapat menjadi ikon desa adiwarno dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Membentuk dan mengaktifkan kembali karang taruna

desa adiwarno yang sebelumnya belum terlalu aktif, sehingga kini

dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa.

Kemudian keterlibatan serta respon masyarakat terhadap

adanya pemberdayaan masyarakat tersebut juga cukup baik.

Masyarakat merasa terbantu dan senang dengan adanya recana

program tersebut, yang sebelumnya belum berjalan menjadi aktif

kembali. Selagi hal tersebut dapat berdampak positif bagi

masyarakat, maka sebagai masyarakat Desa Adiwarno akan ikut

serta dan mendukung program-program dari Kepala Desa.

B. Saran

1. Kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan masyarakat serta

program-program yang dilakukan oleh Kepala Desa semoga

dapat memberikan banyak manfaat guna membangun kemajuan

Desa dan masyarakat Desa Adiwarno setempat.

2. Masyarakat Desa Adiwarno diharapkan agar lebih berperan aktif

lagi serta berpartisipasi dalam kegiatan dengan penyelenggaraan

program desa seperti pemberdayaan masyarakat desa yang

dilakukan oleh Kepala Desa.
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